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KATA PENGANTAR 

 
 

Puji dan syukur kami persembahkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan 

rahmat dan karunianya sehingga laporan tahunan MONITORING LAYANAN 

PENGADUAN  ONLINE RAKYAT (LAPOR.GO.ID) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 

2021 telah selesai disusun. 

Laporan tahunan ini disusun berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hulu 

Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Standart Pelayanan  Layanan Aspirasi dan 

Pengaduan Online Rakyat Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dan Keputusan 

Bupati Rokan Hulu Nomor : Kpts. 800/DISKOMINFO/359/2017 Tentang Tim 

Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator pada Organisasi 

Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. 

Laporan ini merupakan pelaksanaan Pengelolaan Pengaduan 

SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SP4N) 

Kabupaten Rokan Hulu tahun 2021 dan diharapkan dapat menjadi acuan, alat 

penilai kualitas kerja serta alat pendorong dalam mewujudkan pelayanan yang 

lebih baik lagi dimasa akan datang.  

Kami menyadari laporan ini masih terdapat kekurangan, untuk itu saran 

dan masukkan yang positif, sangat kami harapkan untuk perbaikan ke depan 

dan semoga laporan ini bermanfaat  bagi pihak terkait dan masyarakat.  

 

Pasir Pengaraian, 21 Februari  2022 

KEPALA DINAS  

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  

KABUPATEN ROKAN HULU, 
 

 

 
 

H. SYOFWAN, S.Sos 

Pembina Utama Muda (IV.c) 
NIP. 19661113 198603 1 004 
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PENDAHULUAN 

1. Latar belakang  

  Pelayanan publik pada dasarnya sangat berkaitan dengan aspek 

kehidupan yang luas. Dalam kehidupan bernegara, pemerintah memiliki fungsi 

sebagai penyedia berbagai pelayanan publik yang diperlukan masyarakat baik 

dalam bentuk pelayanan pengaturan maupun dalam bentuk lain dalam rangka 

memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 

25 Tahun 2009 bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan 

dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan 

perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, 

dan/ atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan 

publik. Oleh karena itu pemerintah selaku pemberi pelayanan publik sudah 

seharusnya lebih komunikatif dan transparan dalam memberikan pelayanan 

publik. Salah satu upaya dalam meningkatkan pelayanan ialah melalui teknologi 

komunikasi dan informasi. Kemajuan teknologi informasi saat ini tentu tidak dapat 

dipisahkan dari masyarakat. Di zaman yang sekarang ini serba canggih, 

masyarakat menuntut pemerintah sebagai penyedia layanan agar lebih terbuka, 

lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan tugas kepemerintahan, memberikan 

kemudahan terhadap akses informasi khususnya informasi tentang pemerintahan. 

Pemerintah juga dituntut dengan adanya partisipasi yang diberikan masyarakat 

terhadap pelayanan publik. Sehingga hal ini dapat mendorong pemerintah untuk 

melaksanakan konsep tata kepemerintahan yang baik disebut dengan good 

governance. Dalam mewujudkan pelayanan publik yang good governance, 

pemerintah dituntut untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar tidak 

tertinggal. Salah satu upaya pemerintah ialah melalui adanya Sistem Pengelolaan 

Pengaduan Pelayanan Publik Nasional- Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online 

Rakyat (SP4N-LAPOR!). SP4N-LAPOR! merupakan layanan penyampaian semua 

aspirasi dan pengaduan masyarakat Indonesia melalui website dan juga aplikasi. 

LAPOR! telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik 

nasional. Program LAPOR! dibentuk untuk merealisasikan kebijakan no wrong door 

policy berupa penyediaan sarana pengaduan satu pintu yang terhubung dengan 

seluruh instansi pemerintah sehingga masyarakat tidak lagi kesulitan atau 

kebingungan ketika ingin menyampaikan keluhan maupun masukan. Adanya 

program ini bermula dari pengelolaan pengaduan pelayanan publik di setiap 

organisasi penyelenggara di Indonesia belum terkelola secara efektif dan 

terintegrasi. Masing-masing organisasi penyelenggara mengelola pengaduan secara 

persial dan tidak terkoordinir dengan baik. Akibatnya terjadi duplikasi penanganan 

pengaduan atau bahkan bisa terjadi pengaduan tidak ditangani oleh organisasi 

yang bersangkutan. Oleh sebab itu perlu untuk mengintegrasikan sistem 

pengelolaan pengaduan pelayanan publik dalam satu pintu. Dengan tujuan 
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masyarakat memiliki satu saluran pengaduan secara Nasional. Lembaga yang 

mengelola program ini ialah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokasi (KemenPANRB) sebagai Pembina Pelayanan Publik, Kantor Staf 

Presiden (KSP) sebagai Pengawas Program Prioritas Nasional dan Ombudsman 

Republik Indonesia sebagai Pengawas Pelayanan Publik. Sebagai tindak lanjut 

program SP4N- LAPOR! telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 

Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik5 . Dalam Undang-undang 

tersebut diwajibkan bagi penyelenggara pelayanan publik untuk menyediakan 

sarana pengaduan dan menugaskan pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan 

pengaduan. Adanya Perpres ini mengisyaratkan dibentuknya Sistem Pengelolaan 

Pengaduan Publik Nasional (SP4N). Untuk tindak lanjut Peraturan Presiden 

tersebut juga telah diterbitkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan 

Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional. Sesuai dengan 

Peraturan Menteri tersebut, sistem pengelolaan pengaduan ini bertujuan untuk : 1). 

Penyelenggara dapat mengelola pengaduan dari masyarakat secara sederhana, 

cepat, tepat, tuntas, dan terkoordinasi dengan baik; 2). Penyelenggara memberikan 

akses untuk partisipasi masyarakat dalam menyampaiakan pengaduan; dan 3). 

Meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kemudian untuk melaksanakan 

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tersebut juga ditetapkan Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 

2015 tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan 

Publik Nasional. Adanya Peraturan Menteri ini digunakan sebagai peta jalan 

pelaksanaan pengelolaan pengaduan pelayanan publik di lingkungan kementerian/ 

lembaga dan pemerintah daerah. 

 

2. Gambaran Umum Kebijakan Pengelolaan Layanan Pengaduan Online Rakyat 

(LAPOR) Kabupaten Rokan Hulu 

Pasca ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016, tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu, tanggal 10 

Oktober 2016, maka  terbentuklah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 

Rokan Hulu yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi 

informatika dan statistik, kemudian dengan Peraturan Bupati No. 51 tahun 2016 

tanggal November 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, tugas dan fungsi 

serta tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu, maka 

Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu melalui Dinas Komunikasi dan Informatika 

menerbitkan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 13 Tahun 2017 Tentang 

Standart Pelayanan  Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Pemerintah 

Kabupaten Rokan Hulu dan Keputusan Bupati Nomor Kpts. 

800/DISKOMINFO/359/2017 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan 
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Petugas Administrator pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten 

Rokan Hulu. 

3. Tujuan Pelaksanaan Pengelolaan Layanan Pengaduan Online Rakyat 

(LAPOR) 

 LAPOR! telah ditetapkan sebagai Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan 

Publik Nasional (SP4N) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 

3 Tahun 2015. SP4N - LAPOR! dibentuk untuk merealisasikan kebijakan “no wrong 

door policy” yang menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari manapun dan 

jenis apapun akan disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang 

berwenang menanganinya.  

Adapun tujuan SP4N adalah agar : 

 Penyelenggara dapat mengelola pengaduan dari masyarakat secara sederhana, 

cepat, tepat, tuntas, dan terkoordinasi dengan baik; 

 Penyelenggara memberikan akses untuk partisipasi masyarakat dalam 

menyampaikan pengaduan; dan 

 Meningkatkan kualitas pelayanan publik. 

 

1. Dasar Hukum Kebijakan Pelayanan Pengelolaan Layanan Pengaduan 

Online Rakyat (LAPOR) 

Adapun dasar hukum dalam  pelaksanaan Kebijakan Pelayanan 

Pengelolaan Layanan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR)adalah sebagai berikut : 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 

Publik. 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi 

Elektronik. 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 

4. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan 

Publik.  

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan 

Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional.  

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Road Map Pengembangan 

Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik.  

7. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Standart 

Pelayanan  Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Pemerintah 

Kabupaten Rokan Hulu. 

8. Keputusan Bupati Nomor Kpts. 800/DISKOMINFO/359/2017 Tentang Tim 
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Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator pada Organisasi 

Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.  

  

2. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Pengelolaan Layanan Pengaduan 

Online Rakyat (LAPOR) 

Adapun gambaran umum pelaksanaan pelayanan Pengelolaan Layanan 

Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) Kabupaten Rokan Hulu, sesuai dengan 

ketentuan perundangan dan standar prosedur yang telah di tentukan adalah 

sebagai berikut : 

a. Pembina 

1. Pembina Bekewajiban menjamin terselenggaranya 

Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Kabupaten 

Rokan Hulu yang meliputi Organisasi, sumber daya 

manusia dan anggaran yang memadai. 

2. Memberikan pembinaan kebijakan dan petunjuk teknis 
dalam penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan 

Publik di Kabupaten Rokan Hulu 

b. Penanggung jawab/Ketua 

1. Melakukan pemantauan secara berkala atas kinerja 

pengelola dan penyelesaian pengaduan di satuan Kerjanya 

berdasarkan indikator dan target yang di tetapkan; 

2. Melakukan evaluasi atas kineja pengelolaan pengaduan. 

3. Memimpin, mengkoordinasikan, memonitoring dan 

mengavaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi 
penyelenggaraan dan pengendalian pengelolaaan 

pengaduan masyarakat 

c. Anggota 

1. Melakukan koordinasi dengan pejabat penghubung untuk 

mengatasi kendala dalam penyelesaian pengaduan apabila 

indikator dan target status pengaduan terlihat lamban. 

2. Merencanakan,mensingkronisai, mengkonfirmasikan 
rencana program dan rencana kerja anggaran pengelolaan 

pengaduan masyarakat. 

3. Polaksanaan informasi pengaduan masyarakat kepada 

perangkat daerah dan masyarkat. 

4. Melaporkan kinerja pengelolaan pengaduan kepada 

pembina atau penanggung jawab. 

5. Anggota melaksanakan tugas terkait pengelolaan 
pengaduan yang di berikan oleh penganggung 

jawab/ketua. 

d. Pengelola Pengaduan/Tim Admin 

1. Melakukan pengelola pengaduan yang di teruskan oleh 

pengelola lapori-SP4N di level  Nasional untuk di tinjak 

lanjuti. 

2. Menyalurkan pengaduan kepada pengelola pengaduan 

pada Organissi Penyelenggara / Satuan kerja atau pejabat 
di lingkungan masing-masing berdasarkan kategori 
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pengaduan; 

3. Melakukan pemantauan atas tindak lanjut dan 

penyelesaian pengaduan dalam lingkungan Penyelenggara 
dan Organisasi Penyelenggara; 

4. Melakukan evaluasi pengelolaan pengaduan secara 

berkala meliputi jumlah dan jenis pengaduan yang di 

terima, penyebab pengaduan serta penyelesaian terhadap 

pengaduan; 

5. Menyalurkan pengaduan kepada koordinator pengelolaan 
pengaduan Nasional, LAPORI-SP4N, untuk di teruskan 

kembali apabila kategori pengaduan yang di terima tidak 

sesuai dengan kewenangannya. 

e. Pejabat Penghubung 

1. Menginformasikan pengaduan kepada kepala Organisasi 

Penyelenggara/Satuan Kerja untuk di tindaklanjuti; 

2. Berkoordinasi dengan unit teknis penyelenggara yang 

diadukan untuk segera menindaklanjuti pengaduan; 

3. Menjawab pengaduan pada Organisasi Penyelenggara / 
Satuan Kerja. 

4. Memberikan laporan atas tindak lanjut pengaduan kepada 

kepala Organisasi Penyelenggara / Satuan Kerja. 
 

4.  Prosedur Pelayanan  Layanan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR)  

 Untuk menunjang pelayanan informasi yang maksimal, PPID Kabupaten 

Rokan Hulu telah mengeluarkan Standar Operasional Pelayanan (SOP) melalui 

Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Standart Pelayanan  

Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Pemerintah Kabupaten Rokan 

Hulu  

1. Operasional Pelayanan  Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat 

Dalam rangka melaksanakan Operasional Pelayanan  Layanan Aspirasi dan 

Pengaduan Online Rakyat Kabupaten Rokan Hulu yang berpedoman kepada SOP 

(Standar Operasional Prosedur) berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 

13 Tahun 2017 Tentang Standart Pelayanan  Layanan Aspirasi dan Pengaduan 

Online Rakyat Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. Adapun secara Operasional 

Pelayanan Informasi Publik di Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagai berikut : 

a. Jam Pelayanan Informasi Publik PPID Rokan Hulu 

Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator 

Kabupaten Rokan Hulu melaksanakan pelayanan Pengelolaan Pengaduan dari 

masyarakat secara langsung dari jam 08.00 – 15.00 WIB diluar jam istirahat. 

Sesuai dengan jam kerja sebagaimana yang telah ditetapkan. Sementara Pelayanan  

Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat yang dilaksanakan online 

berlangsung selama 24 jam. Berikut jam pelayanan informasi yang dilaksanakan 

secara langsung : 
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HARI KERJA JAM KERJA JAM ISTIRAHAT 

SENIN S/d JUM’AT 08.0 S/d 15.00 WIB 12.00 S/d 14.00 WIB 

   

 

Kemudian layanan Pengelolaan Pengaduan di desk pelayanan secara tidak 

langsung dapat dilakukan melalui website Http://lapor.go.id tanpa harus secara 

fisik mendatangi desk layanan Pengelolaan Pengaduan di Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten Rokan Hulu. 

 

b.  Prosedur Pelayanan Pengelolaan Pengaduan 

Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) – Layanan 

Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) adalah layanan penyampaian 

semua aspirasi dan pengaduan masyarakat Indonesia melalui beberapa kanal 

pengaduan yaitu website www.lapor.go.id, SMS 1708 (Telkomsel, Indosat, 

Three), Twitter @lapor1708 serta aplikasi mobile (Android dan iOS). Lembaga 

pengelola SP4N-LAPOR! adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) sebagai Pembina Pelayanan Publik, 

Kantor Staf Presiden (KSP) sebagai Pengawas Program Prioritas Nasional dan 

Ombudsman Republik Indonesia sebagai Pengawas Pelayanan Publik. LAPOR! telah 

ditetapkan sebagai Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional 

(SP4N) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 

2015 

 

5. Sarana dan Prasarana Pelayanan Pengelolaan Pengaduan 

Untuk mendukung Pelayanan Pengelolaan Pengaduan di Kabupaten Rokan 

Hulu dalam rangka pelaksanaan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 

Nasional (SP4N) – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!), 

meskipun menumpang atau masih menjadi satu dengan ruang pelayanan PPID, 

Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu telah menyediakan sarana dan prasarana guna 

melayani pihak-pihak dan masyarakat untuk mendapat pelayanan. Sarana dan 

prasarana tersebut antara lain : 

1. Ruang Desk Pelayanan  

Ruangan Desk informasi terdiri dari 1 meja front desk, 1 meja operator dan 

kursi petugas serta kursi tamu. Ruang ini dilengkapi dengan 1 unit PC, 1 Printer, 

serta instrumen untuk proses  pelayanan pengaduan berupa formulir pengaduan, 

Jam Pelayanan LAPOR secara langsung (tatap muka) 

 

http://lapor.go.id/
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tanda bukti penerimaan pengaduan, tanda bukti penyerahan pengaduan. 

Gambar 1.1 Ruang Desk Pelayanan  
 

2. Ruang Tunggu  

fasilitas ruang tunggu bagi kenyamanan pemohon informasi yang dilengkapi 

dengan sofa, dan kursi. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1.2 Ruang Tunggu Pelayanan  
 

3. Back Office 

Dalam proses pelayanan informasi, back office juga merupakan instrument 

penting yang berperan sebagai pengolah data, informasi yang diperoleh diolah dan 

dokumentasikan.   
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Gambar 1.3 Back Office 

 

4. Sumber Daya Manusia 

  Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) – 

Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!), Kabupaten Rokan 

Hulu melibatkan sumber daya manusia berupa tenaga pengelola administrasi 

untuk kepentingan pelayanan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan 

Publik Nasional (SP4N) – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat 

(LAPOR!),. Adapun tenaga pengelola pada tahun 2021 terdiri dari 3 orang 

dengan rincian tugas sebagai berikut : 

a. 1 orang bertugas di front desk bertugas sebagai penerima pengaduan, 

mengagendakan, membuat lembar disposisi untuk disampaikan kepada 

pimpinan, meneruskan surat kepada OPD yang terkait, membuat 
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laporan apabila pemohon informasi datang secara langsung akan tetapi 

apabila melalui elektronik maka petugas front desk juga melaksanakan 

pengelolaan portal website Http ://lapor.go.id. 

b. 2 orang bertugas di back office. Adalah petugas yang melaksanakan 

pekerjaan berupa penyediaan, pengelolaan dan pengolahan serta 

penyiapan bahan-bahan yang dibutuhkan.  

 

5. Anggaran  

   Keseriusan pemerintah dalam pengelolaan Sistem Pengelolaan Pengaduan 

Pelayanan Publik Nasional (SP4N) – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online 

Rakyat (LAPOR!) diikuti dengan pengalokasian anggaran untuk itu ditahun 

2021 Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu telah Menganggarkan sebesar Rp. 

38.000.000; yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 

2021 sebagai berikut. 

Nomor   : 2.16.2.20.0.00.14.0000 Tahun 2021 

Program   : 2.16.02 Program Informasi Dan Komunikasi Publik  

Kegiatan : 2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota  

Sub Kegiatan : 2.16.02.2.01.06 Pelayanan Informasi Publik  

 

 

 
 

 

7. Rincian pengelolaan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 

Nasional (SP4N) – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) 

Pada tahun 2021 Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas 

Administrator Kabupaten Rokan Hulu telah melaksanakan tugas dan fungsinya. 

Adapun rincian pelayanan informasi publik yang sudah dilaksanakan selama 

tahun 2021 adalah sebagai berikut : 

1. Rekapitulasi Permohonan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2021 

a. Jumlah Pengaduan Tahun 2021 : 107  

b. Jumlah Pengaduan Belum Proses : 47  

c. Jumlah Pengaduan dalam Proses : 4  

d. Jumlah Pengaduan Selesai : 56 

 

8. Kendala Pelaksanaan Pelayanan  

Dalam pelaksanaan Pelayanan selama tahun 2021, beberapa kendala yang 

dihadapi diantaranya : 

1. kurangnya komitmen dari pimpinan untuk menggunakan aplikasi 

SP4N-LAPOR (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 

Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-
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LAPOR!) 

2. Adanya pergantian jabatan Organisasi Perangkat Daerah yang tidak 

dikoordinasikan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika sehingga 

membuat terkendalanya koordinasi antar pejabat penghubung. 

3. Minimnya anggaran yang tersedia dalam rangka melaksanakan 

koordinasi dan penyegaran petugas termasuk anggaran khusus 

satuan kerja daerah yang berguna untuk mendukung kegiatan SP4N-

LAPOR (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – 

Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) di 

OPD masing-masing. 

4. Belum terlaksananya koordinasi dan pertemuan rutin atau berkala 

antar pejabat penghubung dalam rangka meningkatkan Pelayanan 

dan penanganan pengaduan. 

 

 

 

 

 

9. Rencana Tindak Lanjut  

Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator 

Kabupaten Rokan Hulu berkomitmen untuk terus memperbaiki pelayanan dan 

pengelolaan pengaduan dari  tahun ke tahun dalam rangka memberikan pelayanan 

publik kepada pihak yang membutuhkan dan masyarakat pada umumnya, 

Berkenaan dengan hal tersebut ada beberapa langkah dan rencana tindak lanjut 

yang akan dilaksanakan di tahun 2022, yaitu : 

1. Meningkatkan kualitas front desk layanan; 

2. Tata kelola penyimpanan dokumen dan arsip serta sosialisasi; 

3. Meningkatkan sarana, prasarana dan sistem informasi untuk 

mendukung kualitas layanan; 

4. Memonitoring SDM dan pemisahan petugas layanan (front desk) dan 

pengelola (operator), sehingga dapat memberikan pelayanan optimal; 

5. Mengadakan rapat koordinasi Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan 

dan Petugas Administrator Kabupaten Rokan Hulu untuk memperkuat 

jaringan komunikasi dan koordinasi;  
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PENUTUP 

 

Demikian laporan tahunan kinerja Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan 

Petugas Administrator Kabupaten Rokan Hulu ini kami sampaikan, sebagai gambaran 

terhadap kinerja Pengelolaan Pengaduan Kabupaten Rokan Hulu yang telah 

dilaksanakan pada tahun 2021. Laporan ini disamping sebagai  pertanggung 

jawaban atas kinerja pada tahun 2021 juga sebagai bahan bagi Tim Koordinasi 

Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator Kabupaten Rokan Hulu untuk dapat 

melakukan perbaikan, sekaligus juga sebagai bahan evaluasi dan penilaian dalam 

rangka meningkatkan kinerja yang lebih baik lagi di tahun 2022. 
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